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WALIKOTA PADANG PANJANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

.' himbang

Wngingat

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS K.EPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kota Padang Panjang Nomor g Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daeral, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Padang Panjang tentans Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5 1.

Undang-Undang Nomor B Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Linglkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1056 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a62);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangat {Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 0014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemnerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa Kkali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahup 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5679);

Peraturan Pemnerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 102 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 0012 Nomor 265
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375):
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Menetapkan

6.

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, Susunaf
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TAl
KERJA DINAS KE}&ENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. |

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

9]
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- Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada D
- Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kependuduka

. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT[)' E

- Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatz @

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Ts
2016 tentang Peranglkat Daerah (Lembaran Negara Repil
Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembzd
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun bl
tentang Produk Hukum Daerah; 4
Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tenta
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembas| E
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri DI

MEMUTUSKAN :

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kota Padang Panjang. s
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan  urussff
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurif§
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomf:
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuzf
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undan: §
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ;
Pemnerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggaraf
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusaf
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Walikota adalah Walikota Padang Panjang. i &
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padanff.
Panjang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dina§f
Kependudukan dan Pencatatan Si pil Kota Padang Panjang. |

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dufl
Pencatatan Sipil. b
Sekretaris  adalah  Kepala  Sekretariat pada  Dina§
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. i
Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinuf§f

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
dan Pencatatan Sipil.

adalah unsur pelaksana Operasional Dinas Kependudukan da
Pencatatan Sipil di Lapangan.

Fungsional di
Pencatatan Sipil.

Lingkungan Dinas Kependudukan du/ q

15. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungst,

(2) Bagan Susunan

14. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat pygp,

adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Dip,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Uraian gk

dan Tata Kerja adalah Kedudukan, Susunan Orga?:;?l;:;%:ﬁ;
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kepen

Pencatatan Sipil.

BABII
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur

pelaksana urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan dib_awah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

terdin dari :
a. Kepala Dinas; )
b. Sekretariat, terdiri dari: .
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Sub Bapian Keuangan, Perencanaan,
Pelaporan. N .
c. Bidang I;’elayanan Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
1) Seksi Pelayanan Pendaftaran ["cpduduk;
2) Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil; dax:1
3) Seksi Pendokumentasian Dokumen hepepdudukan.
d.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data, terdiri dari : _
1) Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan; . ‘
2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
3} Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
e. UPTD; dan ]
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Evaluasi dan

Kependudukan

Organisasi Dinas Kependudukan dan
ipi i da lampire
tatan Sipil adalah sebagaimana tercantum pad r
g:ﬁc?n:rupaksn bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
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BAB IV
TUGASPOKQKDANFUNGSIDﬂNtﬂUUANTUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 1

tugas membantu Walikota melaksanakan urusan yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah di bidang Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai |

fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang Administras; Kependudukan
dan Pencatata¥ Sipil;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  dibidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimalcsud pada ayat

(1) adalah sebagai berikut :

a. merumuskan rencana kerja  tahunan Dinas dengan
berpedoman kepada Rencana Pembanglnan Jangka
Menengah Daerah dan Renstra SKPD sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah dj
bidang administrasi kependudukan untuk terciptanya tertib
administrasi kependudukan;

€. membagi tugas kepada bawahan secara tertulis atau lisan
agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab
masing-masing;

d. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar
tugas dapat diselesaikan sesuaj dengan sasaran yang
ditetapkan;

e. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan
administrasi keuangan, umum, kemmahtanggaan dan
perjalanan dinas sesuai dengan peraturan Yyang berlaku;

f. menyelenggarakan urusan kesekretarjatan, mengendalikan
penyelenggaraan program operasional bidang pelayanan
administras; kependudukan, Pengelolaan  Informasi
Administrasi  Kependudukan dan Pemanfaatan Data
berdasarkan ketentuan berlaku;

8. mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas
agar dapat bekerja sesuaj dengan petunjuk dan ketentuan
berlaku;

h. mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra
kerja untuk peningkatan dibidang pelayanan administrasi
kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
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n. melaksanakan tugas

(1) Sekretariat dikepalai oleh sekretaris

nasi di lingkungan Pemering Shar
tuk menyampaikan dan meneyjm,
data dalam rangka pemantapa,

menghadiri rapat koordi
Kota Padang Panjang un
informasi  serta
ERE i at dan nas]

fr{:;:l;ﬂs;‘;inan ]iputusan Kepa.l.a Dmas,t Sgl" dd itinda]danlﬁt_
dinas dengan menandatanganinya untu

i tujuan dan sasarannya; staciaintd
::z::v:]]uasi pelaksanaan  tugas kcse::;ngelclaan
elayanan administrasi kependuc!uka,r:i,an pemanfaatan
anormasi administrasi kependudukan

: araarn
da::lkoordinasikan penyusunan dan pet:i);iil:\;:ggintem
m (gim- pelayanan publik, sistem pengen . i 3
sta.nerimah standar operasional prose(:!ur alnaksanaan
ﬁemuasan ,:nasyarakat untuk _pen_gendahan pe ——
k:giatan dan peningkatan kinerja pelayanan

t. - . .

mafya;fl}::n' kegiatan Dinas sesuai Flengan rea]:]zai{maljl(z:g
?;fa;p dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaks

. i lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

mempunyai tugas

ini i kepada seluruh satuan
altan pelayanan administrasi »
;r:'egi:rll‘isszgi di linpgkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

1 i d
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

i unyai fungsi : ] ‘
ayﬁé&ﬂﬁ:ﬁztﬁna;eﬁz;nn}; ydibidang administrasi umum,
a.

i i dan pelaporan;
, keuangan evall_Jam : ‘
kcpﬁgi“{;—;ﬂ program administrasi umum, kepegawaian,
ﬁeﬂgn an, perencanaan, evaluasi dan pe!aporan, .
eluaksinajan urusan hukum, organisasi dan tata laksan
pe

ta kehumasan; dan o .
d ;:aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesu

tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adal::?r;gkoordinir dan mengkoordinasikan  penyusunan
a.

i i berpedoman kepada
tahunan Dinas dengan
Enc:;nzk%lg?nbmgunml Jangka Menengah Daera(l; dznn
Rzgstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas deng
h bidang pada Dinas; - 4
Sdl:ti{oordinagsikan pelaksanaan kebijakan dacr:}:ertib
?:ia:g\ administrasi kependudukan untuk. tcrcuptani :
aldmingistrasi kependudukan jikla chpal:rE;:;su t:il;h? ;jl:r.gf:-::
dan mengelola a st 5
“ mﬂl‘t‘-'nc‘i-‘;?:;an keuangan, perencanaan, eva}uam dj::i
;Z&epg;an ko;rurnahtanggaan dan perjalanan dinas ses
dengan peraturan yang berlaku;
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(1) Sub Bagian

(2} Untuk menyelen

(3) Uraian tugas Sub Bagj ‘
’ ] glan  Umum dan [ ian
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah ; PeRn.
a. menyiapkan bahan erumus inasi
Bk . bep an, koordinasi pelaksanaan

b. merencanakan, program  kerja

C.

d.

{5

£.

d. pelaksanaan fungsi lai

Menonitoring  dan
ltcs:nlu-cr:uiat:m;

Mengevaluasj
pelayanan
informagi

mengevaluasg

dan mengkoor

administrag;

administrasi

data dengan bidang terkait;

f. mengkoordinir dan  membuat

Pertangeungjawaban pelaksana

B melaksanakan tugas lain yang
tugas dan fungsinya,

kupcndudukan,

an tugas; dan

Pasal 6

Umum dan
menyclenggarakan urusan
kepegawaian  dajam arti
menyurat, kearsipan
perjalanan dinas,
perlengkapan kdwor,
hukum, kehumasan,
kebutuhan Peégawai, pendidikan dan lati
kesejahteraan pegawai, i

kepegawaian, organisasi, tata laksana dan

administrasi
melaksanakan
» ekspedisi, pPenggandaan, administrasi
kerumahtanggaan, peralatan  dan

i )
dan  administrasi
kehumasan.

gearakan tugas seba aimana dimaksud pad
ayat (1), Sub Bagian Umum dan & e

R Kepegawaian mempunyai
a. penyiapan  bahan pPerumusan

administrasi umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi

surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentas

perlengkapan, rumah langga, sarana prasarada dan aset; '

¢. pengelolaan urys meliputi mutasi, disipiin.

katan kapasitas pegawai;

kebijakan dibidang

N yang diberikan oleh at i
tugas dan fungsinya. oleh atasan sesuai

rhubungan

: dengan ketatausahaan
kep::gawaua.n, urusan rumah tangg. }

2, perlengkapan;
dan anggaran berbasis

kinerja berdasarkan fungsi Dinas berpedoman

kepada rencana strat
merencanakan
barang dan Jjasa;
mengelola  administras;
perjalanan dinas, pendistri
kerja, kepegawaiau, data d
merencanakan dan men,
penghapusan barang dj linglkungan Dinas; i e
pengelolaan adminis

tugas dan
egis Dinas;
dan mengelola administrasi pengadaan
surat  masuk, surat

: ) keluar,
busiannya, Penyimpanan

berkas

e trasi aset dj lingkungan
lr{lzilt_y;rapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis

penyaluran sertg Pemakaian dan

kea _ penggunaan
inventaris kantor dan kepustakaan Dinas; “
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pelaksanaan tugas &
dinasikan pelaksanaan tugas §

pengelolaan §
kependudukan dan pemanfaatan

laporan kegiatan sebagai

diberikan oleh atasan sesuai @

Kepegawajan mempunyai tugas |
umum  dan |
urusan  surat

h.

1.
j-
k.

1.

m

n. membuat

o.

p

q

r.

5.

£

ketertiban,
lingkungan dan

perngawasan kebersihan,

melaksanakan kelestarian,

keindahan, kenyamanai,
k anan kantor; )
n::;;iapkan program pelatihan da;r_l
eningkatan Sumber Daya Aparatur di e
iienyiapkan bahan usulan pegawai yang
jar dan izin belajar; 5. ol
;Jg:;t?sﬂ?f Daftar Urut Kepanglkatan (DUK) dan D€
Pegawai;
menyiapkan keleng :
kenaikan pangkat, pensiun
’{l‘aspen, pindah, penghargaan,
kehormatan dil}; )
. menyiapkan pemberian .
bt hngk::&la:n[}uzl?z; fasilitasi penetapan Pejabat
i i dahara;
a Teknis Kegiatan dan Ben ;o -
f:;:ﬁis::kan surat teguran pelanggaran disiplin PNS
r:f;:e?ilk;onlgt;ladiran dan laporan kehadiran ASN dan
. pegawai honor di lingkungan Dinas;
menyiapkan bahan urusan organisasi
an Dinas; ) ‘
gb&ﬁ;ian bahan usulan kesejahteraan PNS
Pegawai honor; . .
megnfasilitasi ;;embmaan administras
tenaga fungsional. . _
::lleg:zkggrdginasikan pembuatan laporan mutasi barang;

penyegaran untul
; ungan Dinas;
e nengikuts

kapan bahan usulan kepegawalar.l
: PNSD, Karis, Karsu, Karpeg,
pemberian tanda

Kenaikan Gaji Berkala dan cuti

tatalaksana dan
D dan

i dalam pelaksanaan

u. mengelola kearsipan Dinas;

V.

an ian i i dan
i dalian intern pemerintah

akan sistemn pengen . :

r::i?::r operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaar

kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;

i i jawaban
w. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjaw

x. Melaksanakan tugas

(1) Sub Bagian Keuangan, P
mempunyai tugas menye
perencanaan dan pe
penyusunan anggaran, perm
pertanggungjawaban dan
tasi
erencanaan, dokumen s
ﬁoordinasi p,enyusunan program, penyajian
sinkronisasi dan

i di
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

pelaksanaan tugas; d?;n yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya
Pasal 7

erencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
lenggarakan urusan keuangan dan
laporan dalam arti melaksanalcan
bukuan, akuntansi dan verifikasi,
laporan keuangan, mclakl_gka.n
kegiatan pembangunan dinas,
informasi,
analisis data, menyiapkan _perumu.:?nn

rencana pembangunan dinas, evaluasi prog1dm.;
Dt lkan, menghimpun, mengnventansasi dataal i
mel;g:;:si:é ’se,ksi, melaksanakan menitoring dan evaluas
masing-

serta pembuatan laporan.

maksud pada

(1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan
ayat (1),

i si : o

e mempu\:rilajlrﬁ:iungpemmusan kebijakan dEbldzng

* Pedﬁay;?g?rnas keuangan, perencanaan, evaluasi an
a

pelaporan;



b, Pengelolaan |
Pengelolaan

akuntansi dqan  NEEIy,

perbendaharaan,

{3] Ulalall tu Keuangan
gas Sub Ba
glan
sebagajmana d!m&ksl,[d pada ayat “] adalah;

4. menyusup
bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan i
keuangan, §

kebij
1jakan Yyang berhubungan dengan

verifikasi;

d. menyusun o 1m e, an 1 be as
al eny lenggarakan Egarar lan|a Din

dengan ber
- pedoman  kepad
o pada Anggaran
. me;!:;lljczj)zt_zrgh [ﬁPBDJ yang telah gﬁetapkai?ndapamn e
i da; M penyiapan  daftar gaji, tun_i'angan 1
Ll Pegawai honor, lembur, perjalanan din o
g o 1yfa pksz: tabl;;:lse}ahteraan PNSD dan pegawai homas .
T an  serta i i o
g rongies G P keumgranne.mbenkan pelayanan dalam
: me el - L3
n:;::ﬁl:{:ﬁ:dmamka_n, mengumpulkan, dan me
yikan data, informasi, sinkronisasi dan :ﬁ:llil? S:rta
1515 data

admini ;
i me?]’;f:‘f‘:;m kependudukan dan pencatatan sipi|
i : il
kegiat dan mengevaluas; administrasi e
J. mel ‘kan Pembangunan Dinas; st pelaksanaan
' aksanakan sistern dalinn
standar operag;j pengendalian intern pemer;
kegiatan dr; asional prosedur untulc efektiﬁtzs lil'nlah s
N pelayanan sesyaj bidang tugas:; Pelalsansan

membuat g ;
poran kegiatan ;
pelaksanaan ¢ gas; dan sebagai pertangguy, glawaban

melaksanakan ¢, i
as | : i 1
ol fuugsin%ra. AN yang diberikan oleh atasan sesuaj
Bt i Bagian Ketiga
Yanan Administrasj Kependudukan

Pasal 8

(1) IB:c:l:smg Pelayanan Administrasj
PL;gas melaksanakan sebagian ty
: Ncatatan  Sipl  g; bid-’a\ng
ependudukan dan Pencatatan Sii:’l

Kepe_:nduc!ukan mempunyai
as Dinas Kependudukay dan
pelayanan administrasi

(2) Untuk melaksanakan tugas seba,

(1), Bidan o
fungsi: 8 Pelayanan Administra

gaimana dimaksud
: pada ayat
si Kependudukan mempuniz.i

rusan ; ini i .
administras; keuangan yang mcliputi.

V H o
Penyusunan laporan keuangan dan :-:3:’:: :

(3) Uraian tugas Bidang Pelayanan Administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

penyusunan  kebijakan teknis dan penyelengparaan
program pelayanan pendaftaran penduduk;

penyusunan  kebijakan  teknis dan penyelenggaragy
program pelayanan pencatatan sipil;

penyusunan kebijakan  teknis dan penyelenggaraan
program pendokumentasian dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil; dan ’
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

Kependudukan

merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja
tahunan Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagal
pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan dan menyelenggarakan pelayanan
pendaftaran penduduk sesuai dengan  peraturan yang
berlaku;
merencanakan dan menyelenggarakan
pencatatan sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku;
merencanakan dan menyelenggarakan pendokumentasian
dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan yang
berlala;

memonitoring dan mengevaluasi
pelayanan  pendaftaran  penduduk dan

pencatatan sipil;
membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungiawaban

pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

pelayanan

pelaksanaan tugas
pelayanan

Pasal 9

(1) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
menyelenggarakan program pelayanan pendaftaran penduduk

(2)

(3)

melakukan penyiapan bahan perencanaan,

dalam arti
teknis, pembinaan dan pelayanan

perurnusan kebijakan
pendaftaran penduduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan
pendaftaran penduduk;
pengelolaan urusan pelayanan pendaftaran penduduk

b.
meliputi pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran

penduduk; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk

sebagaimana dimalksud pada ayat (1) adalah :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan
koordinasi yang berhubungan dengan pelayanan
pendaftaran penduduk;

b. menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis
kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan
Pendaftaran Penduduk berpedoman kepada rencana
strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
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(1

()

(3

g. merencanakan, melaksanakan dan _membuat laporan seria
mengevaluasi kegiatan sosialisasi lingkup seksi Pelayanay
Pencatatan Sipil;
h. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
dokumentasi kebijakan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
i. melaksanakan sistem pengedalian intern pemermtahv dan
standar  operasional  prosedur untulk efektifitas
pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
j. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungawa an
pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain
sesuai tugas dan fungsinya.

yang diberikan oleh atasan

Pasal 11

{(ependudukan

prograrm
dalam arti
perumusan
serta

Seksi Pendolkumentasian Dokumentasi
mempunyai tugas menyelenggarakan
pendokumentasian dokumentasi kependudukan
melakukan penyiapan bahan perencanaan,
kebijakan teknis, pembinaan dan penerbitan
pelaksanaan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk

dan pencatatan Sipil.

Untuk melaksanalcan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan

mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan  dibidang
pendokumentasian dokumen kependudukan;

b. pengelolaan urusan pendokumentasia.n dokumen

kependudukan; dan
¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

Uraian  tugas  Seksi Pendokumentasian ~ Dokumen

Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan
koordinasi yang berhubungan dengan pendokumentasian
dokumen kependudukan;

b. menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis
kineja  berdasarkan  tugas dan fungsi  Seksi
pendokumentasian Dokumen Kependudukan berpedoman
kepada rencana strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

c. menyelenggarakan pengelolaan arsip vital dan arsip digital
kependudukan meliputi  penerimaan, penyimpanan,
pemeliharaan dan pendistribusian  arsip dokumen
kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. membuat laporan pendokumentasian Dokumen
Kependudukan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;

e. mendistribusikan arsip dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil ke Kecamatan dan Kelurahan;

f. memonitoring dan mengevaluasi  pendokumentasian
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

g- melaksanakan sistemn pengendalian intern pemerintah dan
standar  operasional prosedur  untuk efektifitas
pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;

h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas; dan
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1. nelaksanakan

: tugas lain yang diberikan oleh atasap
sesual tugas dan fungsinya,

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan In

Pemanfaatan Data
Pasal 12

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
dan  Pemanfaatan

sebagian tugas Din
bidang pengelolaan
pemanfaatan data.

(2)  Untuk melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud pada ayat |
(1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan-@ata mempunyai fungsi:

&. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan |
program sistem informasi administrasi kependudukan;

b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program pengolahan dan penyajian data; 4

€. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
program kerjasama dan inovasi pelayanan; dan |

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

a
(3] Uraian tugas Bidang Informasi Administrasi Kependudukan

dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) /

adalah: . s

a. merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja
tahunan Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
dan pemanfaatan data dengan  berpedoman kepada |
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas; :

b. merencanakan dan menyelenggarakan urusan sistem
informasi administrasi kependudukan sesuai dengan 3

peraturan yang berlaku;

merencanakan dan menyelenggarakan urusan pengolahan

dan penyajian data sesuaj dengan  peraturan yang
berlaku;

merencanakan dan men
dan inovasi pelayanan;
memonitoring dan mengevaluasi

Bidang Informasi Administrasi
Pemanfaatan Data;

. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan
standa_r pelayanan publik, sistem pengendalian intern
pemerintah, standar operasional prosedur dan indeks
kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian

pelaksanaan kegiatan dan Peningkatan kinerja pelayanan -4
kepada masyarakat; ¥

g. membuat laporan kegiatan se
pelaksanaan tugas; dan

c.

d. yelenggarakan urusan kerjasama
e. pelaksanaan tugas
Kependudukan dan

bagai pertanggungjawaban

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

: atasan
sesual tugas dan fungsinya.

formasi Administrasi Kependudukan dan '-

Kependudukan {
Data mempunyai tugas melaksanakan |
as Kependudukan dan Pencatatan Sipil di §
informasi administrasi kependudukan dan |

(1)

()

(3

Pasal 13
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(1)

(2)

(3)

1 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan:

sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas’

menyelenggarakan program pengolahan dan penyajian data
dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, &
perumusan kebijakan, teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ._

(1], Seksi Pengolahan dan penyajian data mempunyai fungsi:

a. penyiapan bshan perumudan kebijakan dibideng S

pengolahan dan penyajian data;
b. pengelolaan urusan pengolahan dan penyajian data; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesua

tugas dan fungsinya.
T

Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Penyajian Data |

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan S
koordinasi yang berhubungan dengan pengolahan dan §

penyajian data;

b. menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis
kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pengolahan
dan Penyajian Data berpedoman kepada rencana strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; «

¢. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan

serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengolahan
dan penyajian data;

d. mengumpulkan data kependudukan, menyiapkan
database dan back up data kependudukan;

e. memanfaatkan dan menyajikan data kependudukan;

f. melaksanakan sosialisasi data dan informasi
kependudukan;

g melaksanakan pengolahan data dari hasil pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

h. melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada

i.

i

database kependudukan;

mengo]ah data kependudulkan untuk pembuatan laporan
administrasi kependudukan;

mengkoordinasikan  pengolahan data kependudukan
dengan intansi/lembaga terkait;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, validasi dan

I;

pemutakhiran data kependudukan;

melaksanakan penyusunan profil perkembangan
kependudukan;

m. melaksanakan standar pengendalian intern pemerintah

n.

0.

dan standar operasional prosedur untuk efektifitas
pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas; dan

melak_sanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasamna dan Inovas . an inovasl
menyclenggarakan program
dalam arti

pelaksanaan

pasal 15
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Bagian Kclima
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 16

(1} Pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat
dibentuk UPTD.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:
rintahkan pengundangan

1 i eme
Agar setiap orang mengetahuinya, m e ts Dasrah Ko

Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Padang Panjang.
padang Panjang

isasi i di :

(2) Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan | Ditetapkan aS2016
Fungsi serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada pada tanggal 30 Desem
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. WALIKOTA PADANG PANJANG,

BABV ttd

TATA KERJA
Pasal 17 E HENDRI ARNIS
3 ) Jundangkan di : Padang Panjang
Dalam melaksanakan tugﬁsnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepsﬂa p 2 tanggal . 30 Desember 2016
Bidang, Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajl'b
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ba}k i KRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasl g
di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar -
pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 4
EDWAR JULIARTHA

Pasal 18

an organisasi bertanggung jawab mernimpin,
membernkan petunjuk bag
la terjadi penyimpangan, |
dengan

Setiap pimpinan satu
membimbing, mengawasi dan
pelaksanaan tugas bawahan, dan apabi .
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
peraturan perundang undangan yang berlalu.

Pasal 19

Setiap unsur pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan ¥
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan )
masing-masing.

Pasal 20

Setiap pegawai di lingkungan dinas wajib mematuhi petunjuk,
perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta
melaksanalan tugas yang diberikan oleh atasan dan
menyampaikan laporan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan |
Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tugas |
Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan :
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2010 Nomor 26 Seri E. 18) dicabut dan dinyatakan K

tidak berlaku.

_ERI‘I‘h DAERAH KOTA PADANG PANJAN

G TAHUN 2016 NOMOR 39 SERI D.11




